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GADAI DALAM ISLAM

-

A. Pepgertian dan Dasar Hukum Gédai
1. Pengertian Gadal

Menurut hukum Islam gadai disebit "Lﬂe;“" yang ber-
asal dariﬁ(ata '%J-L)’l\x: u#)" yang ja_maknya L“,“J artinyg

menggadaikan atau gadaian. (Ahmad Warson Munawir, tt; 579).

Arti ini seperti sabda Nabi :
Lrlab@dga @ 5ol o &l Jgms, Sl 1y
(Imam Muslim, tt; 701 %MU’L‘J"%}L}’:'J;

"Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rosulullah SAW, pernah

membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo,
?edang Nabi meriggadaikan ba;u besi kepada Yahudi itu
A, Qodir Hasan, 1983; 1785

Sedangkan dalam pengertian lahthJQJJlberarti tetap

dan lesgstari, seperti Juga dinamaiLJAL:u yang artinya pena-

hanan, (Sayyid Sabig, III, 198%; 187).

Hal ini juga disebutkan dalam firman Alleh dalam

" [ 44
L—AX&*&EE?tJ:‘Jy*EQLJSI
"Tiap-tiap pribadi bertanggun% jawab (tertahan) atas
apa yang telah diperbuatnya. (Depag RI, 1992; 995),

Atau dalam istilah lain : U"J‘“‘ b &L B\:‘J'u“{"’

yaitu menahan sesuatu barang karena sebab tertentu.

surat 74 ayat 38 :



Menurut istilah syara' gadai didefinisikan  sebagai

berigz;éscbi _7 L;anJbbduaa(4FJ¢;UL;}G’-
| L,Ll:' w»},iuﬁ‘»iﬁ -

"Menjadikan barang yang mempunyal nilai haega menurut pan-
dengan syara' sebagal jaminan hutang, hingga orang - ::yyng
bersangkutan-boleh mengambil hutang atau ia biss mengambil
sebagian (manfaat) barangnya itu". (Sayyid Sabigq, III 1983

; 187).
n ﬁJ{ " »
Atan)i m istilash Eq“in L_) adalah :
w
ududhu.b m_;t,«-—‘ L’“"E‘U“N\}’J
LA ] ! i b 3|
gﬁ‘thuJL)’kfagu“L’EJ ¥
"Menjadikan barang yang ada harganya menurut pandangan syaz
ra' sebagai jaminan kepercayasn hutang piutang, dalam arti

seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebabd sudah
ada barang jaminan tersebut", (Al-Jaziri, II, 1970:; 319).

Dan dalam istilah lain "C}ﬁérj‘" adalah  menjadikan
sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' gebagai
tanggungan hutang, dengan adanya benda yang mehjadi tang-
gungan itu seluruh atau gsebagian hutang dapat diterima.

(Ahmad Azhar Basyir, 1983; 50).

Dari beberapa difinisi gadai yang telah dikemukakan
diatas dapat difshami, bahwa gadai adalah hubupgan antar
seseorang dengan orang lain dimana antara salah satu di
antara mereka mempunyai hutang terhadap yang lain dengan
memberikan barang miliknya sebagail jaminaﬁ atas hutangnya

hingga ia dapat melunasi hutang tersebut secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah Al-Qur'an, As-Sunnah "dan



Iima',
a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi dasar hukum

gadail adalah surat 2 ayat 283 :
" . "y od . ) ’ i
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"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah +tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
renulis, maka hendaklah ada barang tanggungan ‘i yang
dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapil Jika
sebagian kamu mempercayai sebagian, maka hendaklah -
yang dipercayaili itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allsh Tuhannya ",
(Depag RI, 1992; 71).

Secara langsung ayat tersebut diatas telah memberi—

kan pengertisn fentang gadai. Dengan keterangan tidak
adanya penulis dan dalam keadaan bepergian, maka hal ini
menunjukkan tentang dibolehkannya tidak memakai penulis

karena adanya udzur atau rukhsoh yang membolehkan, Dan gan-
tinya adalah memberikan jaminan kepercayaan dari fihak yvang
berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik
orang yang memberi hutang‘dan Yang berhutang boleh mengam-
bil jaminanfnya itu setelah melunasinya. (Musthofa Al-Mara-
ghi, III, 1986; 135), |

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan

bahwa diisyaratkan aiperbolehkan tidak memakai penulis itu

adalah dalam keadaan bepergian., Jadi bukan dalam keadaan



mukim, sebab hukum penulisan adalah wajib bagi kaum .musli-

min. (Musthafa Al-Maraghi, 1986; 136)

Berpegang pada dhohir ayat tersebut sekelompok fuqo-
ha' yakni ; Mujahid, Dlahhak dan golongan Dhohiriyah menga-
takan bahwa gadai tidak disyariatkan kecuali dalam perjala-
nan (shafar), tetapi jumhur fuqoha' memperbolehkan gadai

menggadal baik dalam keadaan shafar maupun dalam keadaan

mukim. (Hamzah Ya'kub, 1992; 217).

Sedangkan para mujtahid sepakat, bahwa menggadaikan
barang boleh hukumnya baik dalam nadlar Gl{ampuné{) .. mappun

dalam_shafar.(pérjalanan), (Hasbi Ash Shidieqy, 1971; 401).

b. Sunnah Rasul

Hadist Rasulullah yang menjadi dasar diperboleh-

kannya gadai adalah :

t"LJ‘l,‘gfijﬁbi(;/"(J"Lﬂ[’hfj‘Jijl4:’sL:JL; au;:ELb‘:fL
(Imam Muslim, tt; 701) : *J%&QL&EM

"Dari Aisyah ra. berkata : sesungguhnya Rosulullah
SAW, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi se-
cara bertempo, sedang Nabi SAW. menggadaiakan '.-bayn
besi kepada Yahudi itu"., (A. Qodir Hasan, 198%; 1785

Ml}ﬂjd&)gjd}:.wﬂlal \).U_:c;\{,LMIO‘,
(Sunan Ibnu Majjah, tt; 815) . fab.h..:@)ﬁ

"Dari Asma' binti Yazid, Sesungguhnya Nabi SAW.
wafat sedang baju besinya masih tergadai pada
seorang Yashudi dengan makanan".



' [ [ 3 0’
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( Ibnu Majjah, tt : 815 )

"Dari Anas berkata : Sungguh Rasulnllah  SAW.
pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada

seorang Yahudi di Madinah dan beliau me-
ngambil gandum dari si Yahudi itu untuk
keluarganya,

Dari keterangan hadits tersebut diatas da-
pat diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian gadai
diajarkan oleh Islam. Berdasar pada praktek Nabi
yang telah menggadaikan baju besi beliau kepada
seorang Yghudi sebagai jaminan atau tanggungan

hutang.
c. Ijma’

Para ulama' telah sepakat bahwa gadai itu
boleh, mereka tidsk mempertentangkan kebolehannya
demikian pula landasan hukumnya. Yumhur berpenda-
pat disyari'atkan pada waktu bepergian dan tidak
bepergian, hal ini berargumentasi pada perbuatan
Rasulullah SAW. terhadap orang Yahudi ."...: di Ma-
dinah. Adapun dalam perjalanan seperti dikaitkan
dalam ayat diatas itu melihat keblasaannya, di

mana.pada'umumnya rahn dilakukan pada waktu  be-

pergian. ( Sayyid Sabiq, 1988 : 141 )



B. Rukun dan Syarat Gadai

Diqfas telah disebutkan mengenai pengertian gadai
Yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gadal adalah
merupakan salah satu bentuk mu'amalsh yang melibatkan dua
belah fihak sebagai subyek, daﬁ ada suatu barang yang men-
Jadi obyek. Dengan demikian, maka dalam perjanjian .gadail
dianggap telah terjadi apablila sudsh terpenuhi rukun dan
syaratnya. quab rukun merupakan galah satu unsur yang
harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum,
sedangkan syarat merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam

perbuatan hukum,

Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian gadai

adalah :

To Shighat (lafadz akad),
2. Aqia (fihak-fihak yang melakukan akad),
3. Marhun (barang jaminan),

4. Mahun bih (hutang gadai). (Asy Syarbiny, 1958; 121).

Sedangkan menurut Al-Jaziri dalam kitabnya membagi

rukun gadai menjadi tiga macém :

1. Aqid (orang yang melakukan akad), ini meliputi
a. Rahin, yaitu orang yang berhutang dan menggadaikan
barang.
b. Murtahin, yaitu orang yang berpiutang yYang menerima

barang gadal sebagai jaminan uang yang dipinjamken.



2. Ma'gud 'alaih (yang diakadkan) yaitu meliputi dua hal ;
a,,Marhuh (barang yang digadaikan), |
b. Dain marhun bih (hutang yang kérenanya di adakan ga-
dai),
3. Shighat (akad gadai). (Al-Jaziri, 1994; 615).
Dari kedua rukun yang dikemukakan diatas sebenarnya
masalah yang paling prinsip ialah
1. Shighat (akad gadai),
2. Rahin (orang yang menggadaikan barang),
3. Murtahin (yang menahan barang gadai),

4. Marhun (barang gadai).

Adapun syarat untuk syahnya akad dalam perjanjian

gadali adalah sebagai berikut

1. Berakal,

2. Baligh, @

3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada gaat
akad sekalipun tidak satu jenis.

4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh yang menerima gadai
(murtahin) atau wakilnya. (Sayyid Sabiqg, 1983; 188),

Didalam kitab figh empat madzhab dijelaskan agar
akad gadai itu syah ditetapkan beberapa syarat, yaitu ke
dua belah fihak (rahin dan murtahin) benar-benar sudah
patut melakukan akad bai', karena tidak syah akad gadai
dari orang gila, anak keéil yang beluﬁ tamyiz. Sedang sya-

rat yang lain telah dirinci dalam berbagai madzhab, antara



lain @

1. Madzhab Maliki, menyatakan bahwa syarat gadai itu ter-

2.

3

bagi menjadi empat, yaitu :

a. Bagian yang berkaitan dengan kedua belah fihak yang
berakad (rahin dan murtahin),

b, Bagian yang berkaitan dengan marhun (barang yang di
gadnaikan),

c. Bagian yang berkaitan dengan marhun bih (hutang yang
karenanya diadakan gadai), dan

d., Bagian yang berkaitan dengan akad.

Madzhab Hanafi, menyatakan bahwa syarat gadai itu ada
tiga, yaitu :
A. Syarat terjadinya askad gadai, dalam hal ini hendak-
nya :
- Marhun (barang gadai) berupa harta benda.
- Marhun bih (hutang) yang karenanya diadakan gadai,

sudah menjadi tanggungan.

b, Syarat syahnya akad gadai, juga disebut sysrat di
perbolehkannya akad gadai.
c. Syarat tetapnya akad gadai. (Al-Jaziri, 1994; 622).

Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa syarat gadail terbagi
menjadi dua, yaitu :

a. Syarat tetapnya gadai, yaitu diterimanya bsrang ga-

dai,



b. Syarat syahnya gadai, ini ada beberapa perkara :

1. Syarat yang berkaitan dengan akad, B

2. Syarat yang berkaitan dengan kedua belah fihak
(rahin dan murtahin),

3 éyarat yang berkaitan dengan marhun (barang yang
digadaikan),

4, Syarat yang berkaitan demgan marhun bih atau pe-
nyebab penggadaian (hutang yang karenanya diada-

kan penggadaisn). (Al-Jaziri, 1994; 631).

4, Madzhab Hamballi, menyatakan bahwa syarat gadai itu ter-

bagi menjadi dua, yaltu &

a. Syarat tetap (mengikat), yakni diterimanya marhun

(barang gadai),

b, Syarat syah gadai, diantaranya ada empat macam :

1., Syarat yang berkaitan dengan akad,

2., Syarat yang berkaitan dengan kedua belah fihak
yang melakukan. akad, yakni rahin (penggadai) dan
murtahin' (penerima gadai),

5. Syarat yang berkaitan dengan marhun (barang gadai)

4. Syarat yang berkaitan dengan marhun bih | (hutang
yang karenanya diadakan gadai). (Al-Jasziri, 1994
636). |

C. Subyek Gadai

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian gadai



ini adalah rahin (yang menggadaikan barang) dan murtahin
(yang menahan barang gadai), yang tentunya kedua belah
fihak, yakni rahin dan murfahin harus memenuhi syarat ca-
kap melakukan tindakan hukum tukar-menukar benda, orang
dipandang cakap melakukan tukar-menukar benda apabila ber-
akal, sehat dan tamyiz, orang yang ditaruh dibawah pengam-—
puan dengan alasan dungu (ghaflah) atau pemboros | (safsh)
hukumnya seperti mumayyiz, tetapi tindakan-tindakan hukum
sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi
yang ditaruh dibawah pengampunan diperlukan izin pengampu.
Apabila wali atau pengampu mengizinkan, maka perjanjian
gadai dapat dilangsungkan, bila wali #bau pengampu tidak
mengizinkan, maka perjanjian gadai batal. (Ahmad Azhar

Basir, 1983; 52),

Sedangkan mengenai washi (orang yang diberi pesan
untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk ke pen-
tingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan
tersebut benar dan memang diperlukan, pendapat ini dikemu-
kakan oleh Imam Malik, sedangkan menurut Imam Syafi'i bah-
wa washi boleh menggadaikan karena adanyaAkepentingan yang

jelas. (Ibnu Rusy, 1990; 304).

D, Hak dan Kewaiiban Rahin dan Murtahin

Dalam perjanjian gadail maka antara rahin &c:uCgrang
yang mebggadaikan barang) dan murtahin (orang yang menahan

barang gadai) harus mengétahui hak dan kewajibannya.



1, Hak dan kewajiban rahin (orang yang menggadaikan ba-

rang) @

A

Rahin berkgwajiban menyerahkan barang gadal  kepada
pemegang gadal yang telah memberikan hutang kepada-
nya. Dan rahin (penggadai) punya hak kuasa atas
barang yang digadaikan. (Al-Jaziri, 1994; 631).
Jika sudah pada waktunya, maka rahin berkeﬁajiban
melunasi hutangnya kepada murtahin jika tidak melak-
sanakan kewajiban tersebut, maka murtahin Dbisa ‘me-
laporkan kepada penguasa. (Ibnu Rusy, 1990; 311),
Apabila Hahin sudah melunasi hutangnya, maka dia

berhak mengambil kembali barangnya.

2, Hak dan kewajiban murtahin (yang menahan barang gadai):

Qe

Murtahin berkewajiban memelihara Keselamatan barang
gadai déngan cara wajar, sesuai dengan keadaan ba~-
range. Qég,mempuuyai hak untuk menahan barang gadai
sehingga orang yang menggadaikan melunasi kewa ji-
bannya. (Ibnu Rusy, 1990; 311).

Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai
kepada mahin jika hutangnya telah dilunasi, dan Jika
terdapat persyaratan pada waktu perjanjian sebagian
uléma' mengatakan, bahwa murtahin mempunyai hak un-
tuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini
berbeda dengan pendapat Imam Sgafi'il yang memandang-
batalnya persyaratan teréebut. (Sayyid Sabiq, 1988;



145),

E. Barang Yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang yang dijadikan sebagai Jaminan
dalam transaksi gadai ini, baik Al-Qur'an, As-Sunnah mau
pun Ijma', tidak ada yang menjelaskan éecara pésti, apakah
barang tersebut berupa barang yahg bergerak ataukah barang
yang tidak bergerak. Namun Al-Qur'an dan hadist tersebut
han&a memberikan tuntunan tentang bagaimana cara bermu'a-

malah jika tidak dengan secara tunai. Firman Allsh SWT.

surat=2 : 287, .
Lo ir s L) oS,
4 Ay 0! 014510 1236 Loy Aoy

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’damalahlah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak -mempunyai
seorang penulisg, maka hendaklsh ada barang tang-
%ungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan
etapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, maka hendaklah orang Yang dipercayai itu me-

nunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia
be§taqwa kepada Allah Tuhannya". (Depag RI, $33992;
71).

Sedangkan hadist Nabi SAv. . -,
. oo " * ~
k-JiL’L’J"s:lybiL)'Ls*}‘“‘l’Lf’AJJ‘Ql,ﬁf)(.)bdﬁ“JLLlJp
odacp e s ks o Jol
(Imam Nuslim, tt; 701). .
"Sesungguhnga-Rosulullah Saw, pernah membeli makan-

nan (gandum " pada orang Yahudi dengan cara bertempo
dengan menggadaikan baju besinya kepada si Yahudil,

Dengan penjelasan ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi



tersebut berarti mengenai barang yang dijadikan Jjaminan
tidak ada ketentuannya, apakah itu barang bergerak_ataukah
tidak bergerak. Akan tetapi dalam pengertian istilah menu-
rut syara’ dijelaskan bahwa yeng dijadikan. jaminen adalsh
barang ya;g ada harganya. (Al-Jaziri, 19703 319).

F, Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai sebenarnya bertujuan untuk kepercayaan
dan menmjamin hutang, bukan untuk mencari keuntungan atau-
pun hasil, Oleh karena itu jumhur fugoha' berpendapat bah-
wa penerima gadai (murtshin) tidak boleh mengambil sesuatu
manfaatpun dari barang gadai. (Ibnu Rusy, 1990; 314),
Karena marhun (barang gadai) yaﬁg berkedudukan sebagai
fanggungan hutang itu selama ada ditamgan murtahin (pene-
rima gadai) hanya merupakah -amanat, pemilikanpya -masih
fetap-pada tétap tahin:(ysng menggadaikan) meskipun tidak
milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak
gsewaktu-waktu terhadap milinya itu., (Ahmad Azhar Basyir ,

1983%; 56).

Oleh karena itu murtahin tidek dibenarkan menggu-
nakan marhun, kecuali dengan izin rahin, dimaksudkan untuk
menjagaijangan sampal fihak rahin dirugikan, sebab sebagai
pemilik rahinlah yang berhak menikmati hasil-hasil tamba-

han yang terjadi pada marhun selama ada ditangan murtahin.

Dengan demikian, apabila marhun berupa sebidang ta-



nah misalnya; maka murtahin tidak berhak menanaminya ke-
cuali dengan izin rahin. Dalam hal ini rahin  mengijinkan
penggunaan gadal maka kepéda »ahin harus diberikan  seba-
gian dari hasilnya; geperti ketentuan yang berlaku pada

perjanjian bagl hasil. (Anmad Azhar Basyir, 1983; 57).

Fugoha' lain berpendapat, bahwa apabila barang ga-
dai berdpa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air
susunya dan menungganginya dalam kadar yang sgimbang
dengan.makanan dan blaya yang diberikan kepadanya.

(Ibnu Rusy, 1990; 314),

Hal ini sesusi dengan sabda Nabi Saw. dari Abu Hurairah ra,

~r§*.o'b-“ g aJ) Jrfj’) JG 1 J6. o sjfd.‘ib
WLy ANPGRS R PR RS e
B s S pudides g2y

(Imam Bukhori, tt; 187)

"Dari Abu Hurairoh ra. Ia berkata : Rasulullah Saw.
bersabda : Punggung (binatang) yang dinaiki itu
dengan nafkan %bayaran bagi yang punya) kalau ia
barang jaminan (gadaian) dan susu yang dimunum itu
dengan nafkah (bayaran bagi yang punya) kalau ia
itu barang Jjaminan (gadaian) dan hendaknya orang
yang menalki dan meminum itu memberi (bayaran bagi

yang punya) biaya".

Menurut golongan fugoha' diperbolehkan menggunakan-
barang gadai kalau diijinkan pémiliknya, sebab barang ter-
gsebut miliknya, sedang pemilik barang itu boleh mengijin-
kan ‘kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadal

untuk mengambil manfaat barangnya. (Masfuk Zuhdi, 1993; (19)/



Ustad A. Hasan dalam kitab Soal Jawabnya mengemuka-
kan bahwa; "barang gadai itu asalnya bukan buat digunakan
oleh yang mémegang gadai, hanya buat tunggangan bagi suatu
pinjaman. Dikecualikan dari sekalian yang.tersebut gadaian
dengan pakai syarat, umpamanya dibikin perjanjian antara
penggadai dan pemegang gadal Jjika demikian ke jadianya maka
bolehlah pemegang gadai memakal atau menggarap sawah, ke-
bun fang dijadikan gadai, menurut syarat-syarat yang di

janjikan waktu menggadai. (A. Hasan, 1985; 1204 ).

G. Riba Dalam Gadai

Dalam perjanjian gadal yang pada dasarnya adalah
perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadinya riba
yang dilarang syara'. Riba terjadi apabila dalam perjan-
jian gadai ditentukan bahwa rahin harus memberi tambahan
sejumlah uang atau progentase tertentu dari pokok hutang,
pada waktu membayar hutang. Misalnya .pada  waktu membayar
hutamg rahin harus memberi tambahan 10 % (persen) perbulan

dari pokok hutang dan sebagainya. ( Ahmad Azhar Basyir,1983
;s 55).

Sebab pengertian riba itu sendiri dari segi ©bahass
adalah tambshan atau kelebihan.. Adapun dari segi izigtdilah
adalahipembayaran hutang yang harus dilunasi oleh  orang
yang befhutang lebih besar dari pada jumlah pinjammanya,
sebagai imbalan dari pada tenggang waktu dan kelebihan
itu bisa terus melipat ganda apabila lewat batas waktunya.



(Hamzah Ya'kub, 1983; 173).

Sebagal dasar utama untuk mengetahul persolan ini

adalah“firqan Al%fh Swt. surat 2 ; 275, :
b 6 0yt B LS| ) g s 1y ) 6 Ly
L e G pan s i o
oo g g el iy

"orang-orang yang makan{{mepgzmbil) riba tidak da-
pat berdiri meélainksn berdirinya orang yang kemasu-
kKan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaen
mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual be-
1i itu sama dengan riba, pada hal Allah menghalakan
jual beli dan mengharamkan riba",., (Depag RI, 1992;

69).
Karena itulah diserukan kepada orang-orang yang
beriman agar memelihara dan Jangan sampal memakan riba.

Sebagaimana firman Allah Swt, surat 3. ayat 130,
| gty diainrBlats g J1106" 53 14wl 0 ilanl,
S, VIs (AT

"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mema-
kan riba dengan melipat ganda dan bertagwalah kamu
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan!
(Depag RI, 1992; 97).

Oleh karena itu ada pendapat sementara ulama' di

Indonesia yang berkeberatan terhadap sistem "serem" dalam

rumah-rumah gadai di Indonesia, sebab dipandéng 4sebagai
riba yang dilarang syara', atas dasar pengertian bahwa
riba adalah segala tambahan yang diwajibkan dari pokok

hutang, sedikit atau banyak termasuk riba yang dilarang.
Tetapi ada pula pendapat lain yang tidak berkeberatan



terhadap sistem serem itu, karena memandangnya sebagai

pemeliharaan barang gadai. (Azhar Basyir, 1983; 55).

H, Waktu DalamvPerjanjian Gadai

Gadai pada dasarnya adalah merupakan perjanjian
tambahan dari perjanjian pokok, vakni perianjian vihokang
piatagfs Sedapggkan:perjanjian httnng piutang itu dapat

berakhir apabila

1. Hutang telahterbayar seluruhnya,

2. Salah satu fihak meninggalkan dunia,

3. Salah satu fihak membatalkannya, meskipun tanpa perse-
tujuan fihalk lain, atau

4, Fihak 5erpiutang membebaskan seluruh piutangnya. (Ahmad

Azhar Basyir, 198%; 41).

Menurut hukum Islam jika telah jatuh temponya mem-
bayar membayar hutang, maka pemilik barang gadai wa jib
melunasinya dan penggadai wajih menyerahkan barangnya

dengan segera., (Masfuk Zuhdi, 1989; 120).

Apabila telah sampai pads waktunya yang telah di
tentukan jika pemegang gadai tidak mampu melunasi hutang-
nya, maka barang gadai itu dijuél untuk menutupi hutangnya,
Jika dia tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat
memaksanya untuk me lunasi hutangnya.atau men jual barang
gadaian, Kelebihan'hasil menjual barang diserahkan kepada
pemilik aéalnya. Jika masih ada sisa hutang, maka hal itu



masih tetap menjadi tanggung jawab yang berpiutang. (Ham-

-

zah Ya'kub, 1992; 220).

Apabila pada waktu yang telah ditentukan karena
kesulitan yang dialaminya rahin belum juga membayar hu-
tangnya, pada hal murtahin benar-benar memerlukan kembali
pilutangnya ia dapat memindahkan barang gadal kepada murba-
hin lain dengan izin rahin, hal ini dimaksudkan agar ke~
perluan murtahin dapat terpenuhi, dan dalam waktu yang -
sama rahin masih dapat kelonggaran waktu. (Ahmad Azhar Ba-

syir, 1983; 63).

Menurut pandangan kebanyakan fugoHa' bila batas
waktu pembayaran hutang telah tiba, maka kédua belah fihak
boleh membuatsyarat penjualan barang gadai tersebut, dan
penerima gadai berhak melakukannya. (Hamzah Ya'kub, 1992;
220).



